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ABSTRAK

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia
hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selal_u
berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia
baik secara langsung mau pun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan surat tanah adat menurut hukum
Agraria dan bagaimana proses peralihan surat tanah adat menjadi sertipikat
perorangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif
merupakan penelitian  hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut
demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni
menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan,
keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah parasarjana.
Pembahasan dalam penelitian ini adalah Tanah milih hak adat masih di akui oleh
hukum agraria (UUPA) Pasal 3 dan 5 UUPA. Kalau ada surat keterangan hibah di

pertanahan kabupaten atay

kota setempat dimana tanah terletak kalau ada surat melalui konversi. Kalau tidak ada

surat tapi di kuasai secara fisik turun-temurun buatkan riwayat tanah dan pengakuan
hak menurut PP 24 Tahun 1997 pasal 24 dan 25 akan di peroleh di kantor pertanahan
sebagai penegasan hak atau (konversi tidak langsung) yang objeknya tanah hak milik

cara melakukan pendafiaran
tanah dan untuk Bagi pemerintah seharusnya membanty masyarakat yang lemah dan
jangan mempersulit proses pembuatan sertipikat
kantor BPN.

Kata Kunci: Aspek Hukum Agraria, Peralihan Tanah Adat, Sertifikat
Perorangan
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Kekuatan surat adat menry Hukum Agraria Tanab milih hak adat masih di akui
oleh hukum  agraria Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 3 dan 5
UUPA. Kalau ada sura keterangan hibah di bawah tahun 1960 (24 september
1960) diakui sebagai hak atas tanah adat, kalau tidak ada surat keterangan Hibah
dibuatkan pengakuan hak dan riwayat tanah sudah diduduki (dimiliki) sebelum

Undang-Undang Pokok Agraria di undangkan di sebut penguasaan hak atas tanah

hak adat

Proses peralihan surat Tanah adat menjadi sertipikat perorangan Tanah hak adat
tersebut di daftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat dimana
tanah terletak kalau ada surat melalui konversi. Kalau tidak ada surat tapi di
kuasai secara fisik turun-temurun buatkan riwayat tanah dan pengakuan hak
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 24 dan 25 akan di
peroleh di kantor pertanahan scbagai penegasan hak atau (konversi tidak
langsung) yang objeknya tanah hak milik adat perorangan.
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